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ABSTRAK


	TNI adalah institusi militer yang dimiliki negara Indonesia, bagi individu yang bekerja menjadi prajurit dikenakan peraturan undang-undang yang berbeda dengan individu lainnya. Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa dalam penjatuhan sanksinya tentulah berat. Akan tetapi, penjatuhan sanksi pada prajurit TNI adanya disparitas dengan aparatur negara lainnya (Polri), sehingga menjadi suatu kajian dalam penelitian ini. Identifikasi masalah dari penelitian ini ialah: (1) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi oknum TNI dan POLRI yang menyalahgunakan Narkotika dilihat dari penjatuhan sanksi dan proses beracaranya dihubungkan dengan Teori Keadilan; (2) Untuk mengetaui apakah disparitas sanksi terhadap oknum TNI dan POLRI yang menyalahgunakan Narkotika bertentangan dengan persamaan kedudukan di muka hukum; dan (3) Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan Mahkamah Agung agar antara Peradilan Militer dan Peradilan umum tidak terjadi disparitas sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika.
	Metode penelitian yang digunakan, Spesifikasi penelitian adalah deskriptis analitis yang menggunakan data berupa bahan primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal terkait isu disparitas Narkotika di lingkungan militer. Metode pendekatan yuridis normatif, menjadikan KUHPM sebagai norma utama dalam pemecahan permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Fakta yang diperoleh dilapangan diinventarisir untuk dipecahkan permasalahannya, kemudian disajikan dalam bentuk kualitatif non-matematis.
Hasil penelitian tesis menyimpulkan bahwa: (1) Akibat hukum bagi oknum TNI yang mrnyalahgunanakan Narkotika adalah pidana penjara kurungan dan pemecatan sedangkan bagi anggota POLRI disini adalah rehabilitasi. (2) Peneliti menemukan adanya disparitas terhadap TNI dan POLRI yang menyalahgunakan  narkotika, hukumanya selalu pidana penjara dan pemecatan, berbeda dengan oknum Polri yang berhak untuk direhabilitasi. Sehingga asas persamaan kedudukan di muka hukum dalam  dalam penyalahgunaan narkotika, belumlah seimbang dan (3) Upaya yang dapat Mahkamah Agung lakukan adalah Mahkamah Agung dapat membuat  surat edaran Mahkamah Agung dan Yurisprudensi agar tidak terjadi keragu-raguan apabila terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oknum anggota TNI.
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ABSTRACT

The TNI is a military institution owned by the Indonesian state, for individuals who work as soldiers are subject to different laws and regulations from other individuals. Narcotics abuse is an extraordinary crime in which the sanctions are certainly heavy. However, the imposition of sanctions on TNI soldiers is a disparity with other state apparatus (Polri),so that it becomes a study in this research. The identification of the problems from this research are: (1) To find out how the legal consequences for TNI and POLRI personnel who abuse Narcotics are seen from the imposition of sanctions and the proceedings are related to the Theory of Justice; (2) To find out whether the disparity in sanctions against TNI and POLRI personnel who abuse narcotics is contrary to equality before the law; and (3) To find out what efforts the Supreme Court can take so that between the Military Courts and the General Courts there is no disparity in sanctions against narcotics abuse.
The research method used, the research specifications are analytical descriptive using data in the form of primary, secondary, and tertiary materials in the form of laws and regulations, books, and journals related to the issue of narcotics disparity in the military environment. The normative juridical approach makes the KUHPM the main norm in problem solving. The data collection technique used is literature study. The facts obtained in the field are inventoried to solve the problem, then presented in a non-mathematical qualitative form.
The results of the thesis research conclude that: (1) The legal consequences for TNI personnel who abuse narcotics are imprisonment and dismissal, while for POLRI members here is rehabilitation. (2) Researchers found that there is a disparity between the TNI and POLRI who abuse narcotics, the punishment is always imprisonment and dismissal, in contrast to police officers who have the right to be rehabilitated. So that the principle of equality before the law in narcotics abuse is not yet balanced and (3) Efforts that the Supreme Court can take are that the Supreme Court can make a circular letter of the Supreme Court and Jurisprudence so that there is no doubt in the event of narcotics abuse committed by members of the TNI. .
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